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Abstrak
 

Notaris sebagai pejabat umum harus dapat memberikan penyuluhan dan mengambil langkah yang tepat

dalam pembuatan akta autentik dengan memastikan kebenaran formil dari suatu perbuatan hukum.

Perbuatan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pengalihan kekayaan perseroan tanpa persetujuan

Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan bersamaan dengan perubahan pemegang saham dalam

Anggaran Dasar Perseroan yang belum berstatus badan hukum. Permasalahan yang diangkat adalah

keabsahan dari akta pengalihan kekayaan perseroan dan tanggung jawab Notaris yang membuat akta

tersebut tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Metode penelitian yang digunakan adalah

penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,

sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif-analisis dengan

pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah akta pengalihan kekayaan perseroan hanya dapat

dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Sebagai seorang Notaris, dalam menjalankan

tugasnya harus harus hati-hati, seksama dan berpegang pada UUJN-UUPJN dan KEN. Notaris dapat

dimintakan pertanggungjawaban secara perdata dan apabila Notaris tersebut meninggal dunia, tanggung

jawab tersebut tetap dapat menjadi pasiva dan ditanggung ahli warisnya.

......A Notary must be able to provide counselling and take appropriate steps in the making of authentic

deeds by ensuring the formal truth of the legal acts, The legal action referred to in this matter is the

Assignment of Company's Assets without the approval of the General Meeting of Shareholders which is

conducted together with changes in shareholders in the Company's Articles of Association that have not yet

been incorporated as legal entities. Issues raised here are the validity of the deed of Assignment of

Company's Assets and the responsibilities of the Notary who made the deed without the approval of the

General Meeting of Shareholders. The research method is normative juridical research, using secondary data

consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. This study uses descriptive data analysis

methods with a qualitative approach. The result of this research is that the deed of assignment of company's

assets can only be carried out with the approval of the General Meeting of Shareholders. The notary public

can be held accountable in civil law and if the notary dies, that responsibility can still be liability and bears

the responsibility of his heir.
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